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Abstrak 

Kalangan K-Popers sering mencari dan membeli Merchandise 
K-Pop melalui sosial media Twitter dan Marketplace Shopee. Pada 
prakteknya, adakalanya konsumen dirugikan atas wanprestasi oleh 
pihak pelaku usaha atau penjual, yaitu konsumen mendapat barang 
tidak sesuai dengan yang disepakati. Oleh karena itu, peneliti ingin 
mengetahui bagaimana bentuk kerugian yang dialami konsumen 
dalam jual beli Merchandise K-Pop secara online serta bagaimana 
bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli Merchandise 
K-Pop secara online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 
normatif dilengkapi yuridis empiris dengan melakukan metode 
pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara dan 
observasi) serta studi kepustakaan. Bentuk kerugian konsumen 
adalah Produk yang dikirim cacat, Penjual tidak mendengarkan 
keluhan pembeli, Produk yang dikirim tidak sesuai dengan yang 
dipesan, Penjual tidak memberi ganti rugi, Bentuk perlindungan 
hukum kepada Konsumen dapat diselesaikan melalui musyawarah 
dan mufakat, dapat juga mengajukan permohonan ke BPSK dengan 
cara mediasi/arbitrase/konsiliasi, dapat juga diselesaikan di luar 
pengadilan secara online atau elektronik. 
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1. Pendahuluan 

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas saat ini sudah didukung oleh kemajuan 
dan perkembangan teknologi yang berdampak pada transaksi barang dan/atau jasa yang 
melintasi batas wilayah suatu negara, salah satu transaksi tersebut adalah jual – beli. Jual – 
beli menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tertulis dalam Pasal 1457, yaitu suatu 
perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain yang mana satu pihak 
menyerahkan benda dan pihak lain membayar sesuai dengan yang disepakati. Sementara 
menurut Salim H.S. perjanjian jual – beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat pihak 
penjual dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual berkewajiban 
untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli 
berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Perkembangan 
globalisasi tersebut merubah cara jual – beli yang sebelumnya dapat dilakukan secara offline 
atau melaksanakan transaksi secara langsung, saat ini jual – beli bisa dilakukan secara online 
dimana pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka untuk melakukan pembelian dan 
penjualan barang, transaksi dan negosiasinya dilaksanakan secara online, melalui sosial 
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media seperti : whatsapp, Line, Facebook, Twitter, Instagram, dll. dan juga melalui 
marketplace seperti : Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.ID, dll. 

Globalisasi juga membuat budaya dari luar masuk ke Indonesia, salah satunya 
merupakan budaya Korea, budaya yang masuk ke Indonesia ini diantaranya ada Musik, 
Drama, Makanan, dll. Musik Korea biasa disebut dengan K-Pop, awal K-Pop masuk ke 
Indonesia ketika Indosiar menayangkan drama ”Endless Love” pada tahun 2000-an, dan 
kemudian ditayangkan kembali di RCTI yang notabene mempunyai penonton setia yang 
tidak sedikit. Setelahnya banyak K-Drama yang ditayangkan di Indosiar meraih kesuksesan, 
seperti drama Full House, Boys Before Flower dll. Tayangan program Musik Korea yaitu, 
Music Bank juga sempat ditayangkan oleh Indosiar lalu mendapat perhatian dari masyarakat 
Indonesia untuk lebih mengenal K-Pop.  

Diindustri musik korea, setiap agensi atau perusahaan yang telah mendebutkan artis 
solo atau grup pasti akan mengeluarkan sebuah album, isi dari album tersebut berisi musik – 
musik yang dimasukkan ke dalam CD (Compact Disk) selain itu ada Photobook, Postcard, 
Photocard, lightstick dan beberapa printilan lain yang biasa disebut merchandise 
merchandise bisa dibedakan menjadi merchandise official atau unofficial. 

Kalangan K-Popers merupakan fans yang loyal bahkan mereka membeli ratusan 
album atau berbagai Merchandise grup yang mereka suka. Mereka sendiri banyak yang 
mencari dan membeli Merchandise K-Pop melalui sosial media terkhusus Twitter dan 
Instagram karena terdapat akun fanbase grup disana dan di Marketplace biasanya melalui 
Shopee.  

Pada prakteknya, adakalanya pembeli atau konsumen dirugikan atas tidak 
terpenuhinya kewajiban oleh penjual atau yang disebut wanprestasi, yaitu mendapat barang 
tidak sesuai dengan yang disepakati. Mereka juga masih awam terkait jual beli online  UU 
No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008  Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik serta hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Undang – 
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut 
Undang – Undang Perlindungan Konsumen, banyak juga dari mereka yang tidak tahu cara 
menyelesaikan suatu sengketa dalam jual – beli online. 

 
2. METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan dilengkapi yuridis empiris. 
Penelitian ini dilakukan melalui analisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam 
masyarakat, dengan dilakukan langsung di lapangan untuk mendapatkan data atau 
informasi dan membandingkan dengan peraturan hukum yang ada. peneliti mengumpulkan 
data dengan menggunakan metode wawancara terhadap konsumen Merchandise K-Pop 
secara online serta observasi terkait jual beli Merchandise K-Pop secara online. 

Data yang bersumber dari penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, 
yaitu melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian, meliputi bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan mencakup 

peraturan perundang – undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, yaitu : 
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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- Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik 

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum sekunder digunakan untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan 

hukum primer, seperti Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Buku – Buku Hukum, 
Jurnal, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum ini memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer 

dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Kamus Bahasa Indonesia Inggris, dan Internet. 

 
3.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online 
Berdasarkan hasil wawancara kepada konsumen yang melakukan jual beli 

Merchandise K-Pop secara online, peneliti akan menjabarkan kerugian yang dialami oleh 
inilah konsumen: 

Wawancara yang dilakukan kepada konsumen melalui chat di aplikasi Line pada 
tanggal 20 Juni 2024, yang bernama Azaria saat ini berdomisili di Jakarta, berumur 25 
tahun dan bekerja sebagai Fotografer. Ia melakukan pembelian Merchandise K-Pop sejak 
tahun 2020 dengan alasan desain atau pose yang lucu, suka dengan konsep comeback 
grupnya, dan untuk memenuhi kepuasan batin. Konsumen memberitahu bahwa ia 
sering melakukan pembelian dikarenakan penjual melakukan promosi lewat sosial 
media seperti Twitter, TikTok, apabila barang tersebut Pre – Order, penjual akan 
mengarahkan untuk masuk ke Group Order lalu setelah barang siap, konsumen akan  
melakukan checkout melalui Shopee. Jika barang yang dijual sudah tersedia, maka 
konsumen dapat langsung melakukan checkout melalui Shopee. Berikut kerugian yang 
pernah dialami oleh Konsumen: 
a. Produk yang dikirim cacat. 

Ia pernah mendapat produk cacat, berawal karena ia tertarik untuk membeli 
Card Holder yang lewat di linimasa aplikasi TikTok dan Penjual tersebut melakukan 
siaran langsung, ia pun bertanya – tanya mengenai produk tersebut kepada penjual, 
dan penjual sempat menunjukkan produknya di siaran langsung, terlihat tidak ada 
kecacatan di produk tersebut, lalu ia diarahkan untuk checkout melalui TikTok Shop, 
saat produk itu sampai, konsumen menemukan adanya kecacatan dalam produk 
tersebut seperti banyak goresan pada Card Holder yang ia beli, ia pun mengirimkan 
video unboxing tersebut kepada penjual dan melakukan komplain. 

Hak pembeli terkait informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
barang sesuai pasal 4 huruf c Undang – Undang Perlindungan Konsumen, produk 
yang ditunjukkan saat siaran langsung TikTok tidak terdapat kecacatan namun saat 
sampai, produk tersebut memiliki kecacatan yang bukan berasal dari ekspedisi. 
Pelaku usaha melakukan penawaran produk melalui siaran langsung termasuk ke 
dalam Perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha sudah melanggar Pasal 
13 huruf b PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
yang berisi bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, 



CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461ISSN 3031-0369 
   
 

4 

dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga 
melanggar larangan pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b dan 
huruf f Undang – Undang Perlindungan Konsumen, secara singkat pelaku usaha 
dilarang mempromosikan suatu produk secara tidak benar atau seolah – olah barang 
tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru dan barang tersebut tidak memiliki 
cacat tersembunyi. 

b. Pelaku usaha tidak kooperatif untuk mendengarkan keluhan dari pembeli 
Konsumen melakukan komplain melalui TikTok dan akun Shopee penjual, 

tetapi penjual tidak membalas komplain tersebut. Penjual menjawab komplain 
setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari dan menjawab agar barang dikirimkan saja, 
namun konsumen memilih untuk tidak melakukannya karena Card Holder tersebut 
sudah ia gunakan dan ia akan rugi diwaktu.  

Pelaku usaha tidak melakukan kewajiban sesuai yang tertera dalam Pasal 7 
huruf c dan huruf d Undang – Undang Perlindungan Konsumen yaitu, pelaku usaha 
seharusnya memperlakukan konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif 
serta menjamin suatu barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar 
mutu barang, sementara komplain yang dilakukan konsumen merupakan haknya 
sesuai Pasal 4 huruf d Undang – Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk 
didengar keluhannya atas barang yang digunakan.  

c. Produk yang dikirim jumlahnya tidak sesuai dengan yang dipesan 
Awalnya konsumen tertarik dengan promosi Pre – Order album melalui 

Twitter/X, Ia pun melakukan pembelian di penjual tersebut, penjual itu 
memasukkanya ke dalam Group Order yang berisi konsumen  lain yang melakukan 
Pre – Order di tempat yang sama, Ia membeli album beserta Photocard benefit yang 
didapatkan saat checkout di website Korea tertentu, namun saat barang sampai di 
konsumen, ia hanya mendapati albumnya saja namun tidak dengan Photocard 
tersebut.  

Pelaku usaha telah melanggar pasal 16 huruf b Undang – Undang 
Perlindungan Konsumen karena tidak memberikan barang sesuai dengan yang 
dipesan oleh konsumen serta pelaku usaha melakukan wanprestasi karena pelaku 
usaha telah menyanggupi pesanan konsumen terhadap produk tersebut yang mana 
hal ini telah menjadi Kontrak Elektronik bagi kedua pihak dalam melakukan jual beli 
online dan sudah terjadi Transaksi Elektronik yang mengikat para pihak 
sebagaimana kontrak konvensional sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 18 
Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Padahal konsumen sudah melakukan 
kewajiban dengan membayar pesanannya sesuai Pasal 5 huruf c Undang – Undang 
Perlindungan Konsumen namun produk yang ia terima kurang. 

d. Pelaku usaha tidak memberi kompensasi kepada konsumen 
Konsumen komplain kepada pelaku usaha tetapi tidak mendapat respon atas 

komplain tersebut yang menyebabkan konsumen tidak mendapat kompensasi atas 
kurangnya jumlah produk yang dikirimkan pelaku usaha. Konsumen telah 
melakukan haknya yatu, meminta kompensasi atas barang yang kurang sesuai dan 
menyampaikan komplain sesuai pasal 4 huruf d dan huruf h Undang – Undang 
Perlindungan Konsumen namun hak tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. 
Padahal kewajiban pelaku usaha untuk melayani konsumen secara benar, jujur dan 
memberi kompensasi karena barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan 
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yang diperjanjikan sebelumnya sesuai pasal 7 huruf c dan huruf g Undang – Undang 
Perlindungan Konsumen. 

Berdasarkan hal – hal diatas yang membuat konsumen menjadi kurang percaya 
untuk melakukan pembelian Merchandise K-Pop, selain kerugian uang dengan nominal 
kurang lebih 440 Ribu Rupiah, konsumen juga mengalami kerugian waktu karena 
konsumen berharap barang datang dengan baik dan selamat namun yang didapat malah 
berbeda dari yang diinginkan, adanya cacat, barang kurang atau tidak sesuai dengan 
gambar. Saat konsumen melakukan wawancara dengan peneliti, ternyata konsumen ini 
mengetahui bahwasanya ada undang – undang yang mengatur terkait hak dan 
kewajiban sebagai konsumen, undang – undang yang mengatur jual beli online, 
bagaimana menyelesaikan sengketa secara benar sesuai dengan peraturan yang ada, dan 
juga mengetahui jual beli yang dilakukan secara onlne.  

Antisipasi yang dilakukan agar konsumen tidak bertemu dengan penjual yang 
merugikan, diantaranya: 
a) Mencari tahu terkait penjual melalui sosial media dan melakukan pengecekan 

penilaian Shopee penjual; 
b) Jika ingin melakukan pembelian Official Merchandise K-Pop maka ia akan membeli 

Merchandise K-Pop tersebut melalui satu penjual yang sudah ia percaya; dan 
c) Melakukan pembelian melalui Marketplace Shopee saja karena jika barang yang ia 

pesan belum diterima maka uang itu masih tertahan di aplikasi tersebut serta mudah 
untuk mengajukan pengembalian barang/dana 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada konsumen, dilihat 
dari pekerjaan, dan latar belakang pendidikan, konsumen memiliki pengetahuan hukum 
yang cukup mengetahui perlindungan konsumen, jual beli online, serta penyelesaian 
sengketa walaupun sudah mengetahui peraturan hukumnya namun konsumen masih 
membiarkan kalau ia tidak mendapatkan ganti rugi. Hal ini menjadikan sengketa yang 
terjadi dalam jual beli online dianggap remeh. 

Pengetahuan mengenai hukum ini sangat penting, karena dalam jual beli online 
terdapat kesepakatan atau perjanjian di dalamnya, serta apa saja hak dan kewajiban 
sebagai konsumen dan penyelesaian sengketa antara konsumen secara umum juga 
terdapat dalam undang – undang yang mana terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, serta terkait jual beli online dan penyelesaian sengketa 
yang dapat dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik terdapat dalam UU No. 1 
Tahun 2024 Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, selain itu terdapat dalam peraturan turunan yaitu PP No. 71 Tahun 
2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP No. 80 tahun 
2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Merchandise K-Pop 
Secara Online 

Konsumen tidak selalu memiliki solusi yang benar untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan dan posisinya juga lemah, apalagi jika barang yang dibeli murah serta ia 
tidak memiliki konsumen lain yang ingin mendapatkan haknya juga, berikut adalah 
perlindungan hukum yang harus diberikan kepada konsumen dari beberapa kasus di 
atas: 
a. Konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau non – litigasi hal 

ini dapat berupa musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh konsumen dan 
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pelaku usaha berdasarkan Pasal 47 Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang 
berbunyi: 
“penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak 
akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.” 

b. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sesuai Pasal 52 
huruf a Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: 
“melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara 
melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.” 

c. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen 
sesuai dengan kerugian yang didapat konsumen sesuai Pasal 7 huruf f dan huruf g 
Undang – Undang Perlindungan Konsumen; 

d. Konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara online atau 
elektronik sesuai dengan ketentuan daripada penyelenggara sistem elektronik, 
berdasarkan Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi:  
1) Dalam hal terjadi sengketa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, para 

pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui 
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya; 

2) Penyelesaian sengketa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan secara elektronik (online dispute 
resolution) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 

e. Konsumen dapat melakukan gugatan class action atau melalui lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau instansi terkait sesuai Pasal 46 
ayat 1 Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : 
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:  
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat; 
d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 
dan/atau korban yang tidak sedikit. 
 

4. KESIMPULAN 
A. Bentuk kerugian konsumen berupa produk yang dikirim terdapat kecacatan, pelaku 

usaha tidak kooperatif mendengarkan keluhan dari pembeli, produk yang dikirim 
jumlahnya tidak sesuai dengan yang dipesan, dan pelaku usaha tidak memberi 
kompensasi kepada konsumen. 

B. Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen adalah konsumen dapat menyelesaikan 
sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi berupa musyawarah mufakat atau 
mengajukan permohonan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara 
mediasi, arbitrase, konsiliasi, serta dapat diselesaikan secara elektonik atau online sesuai 
ketentuan penyelenggara sistem elektronik, pelaku usaha harus memberi kompensasi 
kepada konsumen sesuai dengan kerugian, selain itu, konsumen dapat melakukan 
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gugatan class action atau melalui Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat atau Instansi 
terkait. 
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